BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 10A TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

L.

BUPATI TELUK WONDAMA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik, diperlukan partisipasi masyarakat melalui survei;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib
melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala
minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks
Kepuasan Masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat,
perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan survei,

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yakuhimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245});

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038j};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



Menetapkan

7.

'qu

(1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenlang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambalian Lembaran Negars

Republik Indonesia Noror 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintalh Nomor 18
Tahun 2016 téentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187):

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua |(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indopesia Nomor 6730);
Pevaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomior 14 Tahun 2017 tentang
Padoman Penvusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Taliun 2017 Nomor 708);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahum 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Teluk Wondama (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telal diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahurn 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
Wondama Tahun 2023 Nomor 10); '

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH  KABUPATEN  TELUK
WONDAMA.

Pasal 1
Penyelengara pelayanain publk wajib melakukan Survei
Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (saru) kali
setabun.
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[2) Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan
Masyarakat.

Pasal 2
Survel Kepuasana Masyarakat vang dilakukan terhadap
unit Penvelenggara pelayanan  publik  menggunakan
incdikator dan metodologi survei vang sudah ditentukan.

Pasal 3
(1) Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, unit
penvelenggara dapat bekerjasama dengan lembaga lain.
{2] Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu
lembaga yang memiliki kredibilitas dan reputasi di bidang
penelifian dan survel.

Pasal 4
(1) Penvelenggara Pelayanan publik wajib mempublikasikan
hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
(2) Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Pasal 5
Laporan hasil Surveli Kepusasan Masyarakal Sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) digunskan sebagai dasar
penyusunan Indeks Kepuasan Masvarakat Kabupaten Teluk
Wondama.

Pasal 6
Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil
Survel Kepuasan Masyarakat dari Unit Pelayanan Publik.

Pasal 7
Pedoman Penvusunan Suivel Kepuasan Masyarakat Unit
penyelenggara Pelayanan Publik tercanium dalam lampiran
vang merupakan bagion tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati inl. ' '

Pasal 8
Peraturan Bupat imi mulai berlaku pada tanggal diundanglkan.



Agar seuap orang mengetahuinya, —memerintahian
pengundangan Peraturan Bupati inl dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Rabupaten Teluk Wondama,

Ditetapkan di Rasiei
pada,ﬁanggal IC' Februari 2024

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIE ‘ RAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

- ol
BERITA D“AER&&MBUPMEN TELUK WONDAMA TAHUN 2024 NOMOR 10A.



Lampiran 1 : Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 10A Tahun 2024
Tanggal : 12 Rebruari 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakayzg

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam
hal pelayanan, maka unii penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk
memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelavanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sast ini
dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui
‘dari berbagai keluhan masvarakat yang disampaikan melalul media massa
dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani
memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah
dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah sanhy upaya vang harus dilakukan dalam perbaikan pelavanan
publik adalati melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna
layanan dengsn mengukur kepuasan masyarakat pengguns layanan,

Mengingat unjt layanan publik sangat beragam, untuk memperocleh
Indeks Pelayanan Publik secara Nasional maka dalem melakukan survei
kepuasan masyarakat diperlukan metode survel yang seragam
sebagaimana diatur dalam pé.domaﬂ'iﬂi;

Oleh karena itu, perdturan ini dipandang untuk disesuaikan dengan
metode survei yang aplikatif dan mudah untuk memberikan arahan dan
pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

B. Tujuarn
Peraturan ini bertujuan untuk mengukur tngkat Kepuasan
masyarakar sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik.

C. Sasaran
1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam
menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong pexuyelenggara pelayanan uaatuk meningkatkan koalitas
pelayanan publik.



E.

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovari{ dalam
menyelenggarakan pelayanan publik.

4. Mengukur kecendurungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik.

Prinsip

&

fed ]

6.

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan

dengan memperhatikan prinsip:
1.

Trasparan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakatl harus dipublikasikan dan mudah
dizkses oleh seluruh masyarakat.

Partisipabf

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakai harus melibatican
peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendaparkan
hasil survel yvang sebenarnya.

Akuntabel

Hal-hal yang diamur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten
kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang
berlaku,

Berkesinambungan

Survei kepuasan masyarakal harus dilakukan secara berkala dan
berkelanpittan untuk mengefahui perkembangan peningkatan lkualitas
pelayanan.

- Keadilan

Pelaksanaan survei kepuasan masvarakal harus menjangkau semua
pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya. agama.
gender, golnngan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik
dan mental. ‘

Netralitas

Dalam melakukan Survel Kepuasan Masyarakal, swrveyor tidak beleh
mempunyzi kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan SKM Penyelenggara Pelayanan Publik
pada Peraruran ini, meiiputi Metode Survei, Pelaksanaan dan Teknik
Survel, Langkah-langkah Penyusunan Survel Kepuasan Masvarakal,
Langkah-langkah Pengolahan Data, Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme
Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei Repuasan Masyarakal, Analisa
Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut.



F. Unsur SKM dalam peraturan ini meliputi:

i.

Persyaratan pelayanan adalah syarat yang hanis dipenuhi dalam
pengurusan sudtil jenis pelayanas, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

Sistem. Mekanisme. dan Prosedur

Prosedur adalah vara cara pelayanan vang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduarn.

Wakiu Penyelesaian

Wakru Penvelesaian adalah jangka waktu yvang diperlukan unmtuk

menyelesaikan seliruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/Tarif

Biaya /Tanf adalah ongkos yvang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelavanan dari penyelenggara

yang Thesamya ditetapkan berdasarkan Kkesepakatan antara
panyelenggarardan ‘masyarakat.

Produk spesifikasi jenis pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan wvang

diherikan dan diterima sesuail dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Produk pelayanan imt merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis

pelayanan. '

Kompetensi Pelaksarnia

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan

pengalamarn.

Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap pefugas dalam memberikano

pelayansn,

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masakan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindalk lanjut.

Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagay alat dalam

mencapal maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benida yvang tidak bergerak

(gedung).

Catatan:

- Unswur 4. dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam
suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada
penerima layanan (Konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh
UU dinyatakan grats.
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- Unsur 6 dan unsur 7, dapat digant dengan bentuk pertanyaanlain,
jika jenis layanan yang akan disurvel berbasis website.

(3, Manfzat _
Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat. antara lain:

1.

2.

_t?.n

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsure
dalam penvelenggara pelayanan publik. ' '
Diketahw kinerja penvelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan
aleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya
tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survel Kepuasain
Masyarakat.

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap
hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Daerah.
Memacu persaingan positif, antar anit penyelﬁnggara pada hngkup
Pemerintal Diaerah dalam upaya peninglatan kinerja pelavanan.

Bagi masvarakat dapat diketahul gambaran tenfang kinerja umnit
pelayanan.

Pengertian Umum
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

=l

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara
kommprehensil tentang lingkat kepuasan masyarakat terhadap kKualitas
layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masvarakat adalab hasil pengukuran dari kegiatan
Sarvei Kepuasan Masvarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan
skala | [satu) sampat dengan 4 (empat),

Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada
instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung
memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

Unsur Survel Kepuasan Masyarakat adalah uasur-uasur vang merjadi
indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik.

Survei Periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan
berksla setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan
|semester] atau minimal 1 (satu) tahun sekali.

lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah yarig
secara hukum berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas
daty akreditasi vang jelas dibidang penelitian dan Survei. Misaliuya
lembaga penelitian yang ada di universitas/perguruan ringgi.

. Pemberi pelavanan publik adalah pegawal instansi pemerintah yang

melaksanakan tugas dan fungsi pelavanan publik sesuai peraturan
perundang-undangan.
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&. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi
pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayvanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masvarakat

terhadap kinera pelavanan yang diberikan Kkepada aparatur

penyelenggara pelayanan publik.

10, Unsur pelavanan adalah faktor atau aspek vang terdapat dalam
penvelenggaraan pelavanan kepada masyarakat sebagai variabel
penvusun survei kepussan masyarakat unruk mengetahui kinerja unit
pelayanan.

11. Responden adalali penerima pelayanan publik vang pada saat
pencacahan sedang berada di lokasi unit pelavanan, atau vang pernahb
menerima pelavanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

12. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
Glfh‘ penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutthan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-andangan,

13. Penyelenggara pelavanan publik adalah instansi pemerintah.

14, Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah termzstik BUMN/BUMD dan BHMN.

©

BAB II
METODE SURVE]

A. Periode Survei
Survei periodik adalah survel yang dilakukan oleh penyelengeara
pelayanan publik terhadap Layandll publik yang diberikan kepada
masyarakat, Survei ini, dapat dilakukan secara fetap dengan jangka waktu
(periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan),
6 (enam) bulanan (semester) atau 1 (satu) tahnn. Penyelenggara pelavanan
publik setidaknya minimal melakukan survey 1 (satu) tahun sekali.

Survei inl Dersifat komprehensif dan Thasil analisa survel
dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap
lavanan yang diberikan. Selain ity hasil survei dipergunakan untuk hahan
kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend)
layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat
serta Kkinerja dari  peuavelenggara pelayanan publik.  Dalam hal
penvelenggara menggunakan metode survel ini, maka metode ini harus
dinvatskan di dalsm laporan. Pengolahan dan analisa hasil survel agar
meﬁgikuti cara pengoléhan data dan kluster penilaian sesuai dein'gan
kaidah pengolahan survel.



B. Melode Penelitian

Untuk melalukan surveli secara periodik mempergunakan
pendekatan metode kualitatif dengan cara pengukuran Skala Likert. Skala
Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum dipergunakan dalam
kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak
dipergunakan dalam riset herupa survei, Mefode ini dikembangkan oleh
Rensis Likerl. Skala Likert adalah skala yang dapal dipergunalen untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang dtau sekelompok orang
terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skals Likert responden dimints
untuk menentukan tinglkat persetujuan mereka terhadap suatu penyataan
dengan mermilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

BAB ITI
PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVE]

A, Pelaksanaan
1. Pelaksana Survei
a. Pelaksana survei adalah setiap unit penyelengoara pelayanan
vang terdapat pads lembaga negara, korporasi, lembaga independen
vang dibentuk berdasarkan undangrundang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lamm yang dibentuk semata-
mara untuk kegiatan pelayanan Publik.
b. Apabila dilaksanakan sendiri alau unit ndependen yang sudah
berpengalaman. Unit independen tersebut dapat dilaksanakan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS), Pergwuan Tinggi (Pakar), Lembaga
Swadava Masyarakat (LSM), Pelaku Usaha atau kombicnasi dari
unit- unit dimaksud, perlu dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama
dengan unit independen, untuk dibuatkan berita acara.
2. Tahapan Survei
Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat
dilaksanakan melalul tahapan perencandan, persiapan, pelaksanaan,
pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-
langkah selbragal berikut:
Menyusun instrumen survei;
Menenrukan hesaran dan teknik penarikan sampel;
Menentukan responden;
Melaksanakan survel,
Mengelah hasil survei;
Menyajikan dan melaporkan hasil.
Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
penyelenggaraén pelayanan publik ini didasarkan pada meatode dan
teknik vang dapat dipertangeungjawabkan.
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B. Teknik Survel Kepuasan Masyarakal

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik stirvet, antara lain:
Kusioner dengan wawancara tatap muka;

Kusioner melahui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui
sarat,

Kusioner elektronik (e-survei);

Diskusi kelompok terfokus;

Wawaneara ridak berstruknar melalnl wawancara mendalam.,

@]

1.
2

=
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. Penyusunan Laporan

Laporan hasil survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat

untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik secara bertahap, konsisien,

berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.

Materi Pokok Laporan SKM

Maieri pokok dalam Laporan SKM mencakup: latar belakang masalah,
mjuan SKM, Metode, Tim SKM dan jadwal pelaksanasn dan tindak
lanjut, sebagai berikul:

1} Pendahuluan: later belakang masalah, tujuan SKM. metode, tim

1.

3)

SKM dan jadwal pelaksanaanya SKM;

a. Larar belakang masalah memuat berbagi hal penyebab
munculnya problematika dalam penyusunan SKM, baik ditinjau
dari komponen yang akan disurvei dan ditakukan uwntuk
peningkatan kualitas pelayanan publik,

b, Tujuan SKM berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari
hasil SKM yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan TKM
Kabupaten Teluk Wondama.

c. Mewode memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggola
sampel, dan jumlah responden, selain itu disajikan juga jumlah
kusioner vang dapat diproses lehih lanjut atau diolah,

d. Tim SKM lerdiri dari penanggungjawab dan pelaksana SKM.

¢. Jadwal SKM memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei.

Analisis

Analisis melipui data kusioner, perhitungan, dan deskripsi hasil

analisis, Hasil anglisis harus meberikan penjelasan  atau

pemahaman mengenai berbagal faktor pemicu kelemahan dan/atau
kelebihan pada setiap kemponen yang diukur. Selain itu hasil

analisis survel tersebut dapat dibandingkan dengan hasil survei 2

(dua) tahun sebelumnya.

Penurup

Terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berist

tentang intisari hasil SKM, baik bersifat negatil maupun positif.

Sedangkan saran/rekomendasi memual masukan perbaikan secara

konkrel pada masing-masing komponen yang menunjukan

—



kelemahan, Selain hal-hal pokok sebagaimana lelah diuraikan,
dalam laporan tersebut harus juga memuat ringkasan eksekutil
(executive summury).

BAB 1V

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

A, Persiapan Survei
1. Peneclapan Pelaksana
4. Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim

Penyusunan survel kepuasan masyarakat yang terdiri dari:
1) Pengaral.
2) Pelaksana, terdiri dar -
a) Ketua.
b} Anggota sekaligus sebagai surveior sebanyak banyaknya $
(lima} orang.
3) Sekretarial sebanyak-bamyakmya 3 (tiga) orang.

Apabila bekerjasama dengan lembaga lain, maks lembaga tersebut

harus memiliki pengalaman dan kredibilitas di bidang penelitian
atau survel. Selain itu perlu dilakukan perikatan perjanjian Kerja
sama antara Jembaga lain dengan penyelenggara pelayanan puhlik,
Lembaga lain tersebul dapat dilaksanakan oleh unit independen,
yang ferdiri dari BPS, Lembaga Peneliian Perguruan Tingg dan
Lembaga Survei yang terpercaya.

2. Penviapan Bahan Survel

4.

Kusioner
Dalam menyusun Survel Kepuasan Masyarkat digunakan daftar
pertanyaan (kusioner) sebagai alat bantu pengumpulan data

kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kusioner

disesuaikan dengan jenis layanan vang disurvei dan data yang ingin

diperoleh dari jenis ataupun unit layanan. Salah satu confoh bentuk

kiisioner terlamplr (Lampirao 1) pada lampiran ini.

Bagian Kuisioner

Bagian kuisioner secara umum, terbagi dalam:

1) Bagian Pertama
Pada bagian pertama bensikan judul kuisioner dan nama
fnstansi vang dilakukan survei-

2) Bagian Kedua
Pada bagian kedna dapat berisikan identiras responden, antarsa
lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas
dipergunakan untuk menganalisis profil responden Xkaitan
dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang



diperoleh, Selain itu dapat juga dilambahkan kolom waktu/jam
responden saat disurvel.
3] DBagian Ketiga
Pada bhagian ini berisikan daftar pertanyaan vang fterstriaktur
maupun tdak ferstruktur. Pertanyaan vang terstuktur berisikan
jawsban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup),
sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka)
berupa pertariyaan dengan jawaban bebas, dimana responden
dapat menyampaikan pendapat, saran; kritik dan apresiasi.
Bentuk Jawaban
Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan
dalam kuisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda.
Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisioner bersifat kualiravif
untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas
pelavanan di mulai dari sangat baik/puas sampal dengan tidak
baik/tidak puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat)
kategori, vaitu: _
1) tdak baik, diberi nilai persepsi 1;
2] kurang baik, diberi nilai persepsi 2.
3) baik, diberi nilai 3;
4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contah;

Penilaian terhadap unsur prosedur pelavanan.

a) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayanan tidak sederhana, alur berbelitbelit panjang dan
lidak jelas, loket terlalu hanyak, sehingga proses lidak

 efektif. |

bj Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum
efektil,

¢) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-helis
tetapi masih perlu diefektifkan.

d) Diberi nilai 4 (sangat nmtudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhane,
sehingga prosesnya mudah dan efektif.

B, Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data,

1.

Fepetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan,
tujuan survel dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara
acak yang ditentukan sesual dengan cakupan wilayah masing-masing
unit pelavanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat
menggunakan tabel sampel dari Krejeie and Morgan (Lampiran I1) atau
dihitung dengan menggunakan rumus:

TR



S=:A2. N.P.Q:/:d* (N-1)+A2 P. Q:

dimana;

S = jumlah sarpel

12 = lambada (faktor pengali) dengan dk = 1,

taral kesalahan bisa 170, S0/o, 100/o.

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d=0.0

Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi dan walktu pengumpulan data dapat dilaloakan di:

a. lokasi masing-masing unit pelayanan pada wakiu jam layanan
sedang sibuk, seperti: unit layanan SIM, STNK, transportast dan
sebagainya; '

b. Lingkungan perumahar untuk penerima layanan fertentu, seperti:
telepan, air bersih, pendidikan dan sehagainya pada saat responden
di rumah.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data
Untuk memperoleli data yang akurat dan obyektif, periu ditanyakan
kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah
ditetapkan. ’

b. Pengisian kuisioner
Pengisian kuisioner dapat dilakukan dengan salah satu dari
kemungkinan 2 (dua) cara, yaitu:

1) Dilakukan sendiri oleh responiden sebagai penerima layanan dan
hasilnya dikumpulkan di tempal yang telah disediakan. De ngan
cara ini sering fterjadi, penerimma layanan kurang skl
melakiikan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauarn
dari unit pelayanan yvang bersangkutan,

Z) Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara oleh:

a) Unit pela}rahan sendiri, walaupun sebenarnya dengan cara
ini hasilnya kemungkinan besar akan subyektlf, karcna
dikhawatirkan jawaban yang kurang baik mengenai
instansinya akan mempengaruhi obyeklivitas penilaian.
Lintuk mengurangi subyvektilitas hasil penyusunan indeks,
dapal melibatkan unsur pengawasan atau sejenisnva vang
terkait,

) Unit independen yang sudab berpengalaman dan
mempunyal reputasi dan kredibilitas di bidang penelifian
dan survei, baik untuk tingka! pusat, provinsi matipun
kkabupaten/kota, Independensi ini perlua ditekankan untitk
menghindari jawaban yang subyektil,



¢) Hasil survei kepuasan masyarakal tersebut harus ada saran
perbaikan dari pemberi layanan yvang disurvei ferhadap
peningkatan kualitas pelayanan publik,

dj Hasil survei kepuasan masyarakat wajib diinformasikan
kepada publik minima)l i ruang layanan atau melalui media
cetak, media pemberitaan online, website unit, atau media
jejaring sosial.

e] Contoh formar publikasi dapet dilthat pada lampiran
peraturan ini. ‘ 7

BAB V
LANGKAH-LANGKAH PENGOLAHAN DATA

Pengolahan daia masing-masing metode SKM sebagaimana pada BAB 11,

dilakukan sebagai berikul:

A, Pengitkuran Skala Likert
Seliap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung
dengan menggunakan "nilal rata-rala terlimbang” masing masing unsur
pelayanan. Dalam penghitungan survel kepuasan masyarakat terhadap
unsur-unsur pelayanan vang dikaji, setiap unsure pelayanan memiliki
penimbang yang sama, Nilai penimbang ditetapkan dengan rumaus, sebagai
berikut:

Jumlah Bobhot 1
Bobot Nilai Rata-Rata tertimbang = = = N
Jumlah Unsur X

N = bobai nilai per unsur
Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

| Jumlah Bobot 1
Bobot Nilai Rata-Rata tertimbang = = - = 0.1
Jumlah Unsur 9
Uptuk mempereleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikul:

| Total dari Nilai Persepsi per Unsur
KM = X Nilai Penimbang,
Tatal Unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 23-
100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar
23, dengan rumus sebagai berikut:

—!-\&_



T.II

SKM

Unit Pelayanan X 25

Mengingat

unir pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-heda.

maka sehiap unil pelavanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur vang dianggap relevan;

2, Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 [sembilan) unsur vang
dominan dalam unit pelayanan, dengan cacatan jumlah bobot seluruh
unsur tetap [ (saru).

Tabel 1.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelavanan

dan Kinerja Unit Pelayanan

 NILAT  NILAI NILAI INTERVAL | MUTU KINERJA UNIT
PERSEPST INTERVAL KDNVE.R::I (NIK] | PELAYANAN PELAYANAN
1 1,00 - 2,5996 235,00 - 64,99 D Tidal baik
2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 L3 Kufang bails
3 3,0644 - 3,582 | 76,61 - 88,30 B Railk
4 3,5324 - 4,00 88,31 ~ 100,00 A Sangat batk

Pengolahan Data Survei
Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
1. Pengolahan dengan komputer
Data eniry dan perhitungan indeks dapat dilakukan dengan program
komputer/ sistem data base. -
2, Pengolahan secara manual
a. Dara isian kulsioner dari setap responden dinmsukkan ke dalam
formulir mulai dan unsur 1 (U1) sampai dengan X (UX);
b, Langkah selanjuinya, untuk mendaparkan nilaj rata-rata per unsur
pelayvanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagat berikut;

)

Nilai rata-rata per unsur pelavanan

Nilai masing-masing unsur pelavanan dijumlahkan sesuai
demgan jumlah kuesioner yang diisi eleh responden.
Selanjuinya, nntuk u"i&nddpdthan nilar rata-rata per unsur
pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan
dibagi dengan jumlah responden vang mengisi, Cofitoh : Uniuk
mendapatkan nilai rara-rata terlimbang per unsur pelavanan,
maka [umlah nilai rala-rata perunsur pelayanan dikalikan
dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobor rata- rara
tertimbang,




2) Nilai indeks pelayanan
Untuk mendapatkan nilai suryei unit pelayandan. dengan cara
menjumlahkan X unsur.

3] Pengujian kualitas Data
Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam
masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan
data responden yvang dihimpun berdasarkan kelompok umur,
jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama.
Informasi ini dapal digunakan untuk mengelahal  profil
responden dan kecenderungan penerima layanan.

C. Laporan Hasil Penyusunan Indeks

Hasil akhir kegiatan penyusunarl indeks kepuasan masyarakat dari setiap

unit pelayanan instansi pemernitah, disusun dengan materi utama sebagat

berikut; ‘

1. Indeks setiap unsur pelayanan
Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakal, jumlah
nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah ailal rata-rala
setiap unsar pelayanan. Sedangkan nilal indeks komposit (gabungan)
untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari
setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yairu
Q.11 [unfuk 9 unsur).
Contoh:
Apabila diketahd nilai rata-rata dan masing-masing unit pelavanan
adalah sebagaimana (abel berikut:

Tabel 2.

NO. Unisur SKM un;ﬂaé KM
1. | Persyaratan A
2. | Sigtem, Mekanisme, dan Prosedur B
3. | Waktu Penyelesaian c

| 4. | Biaya/Taril D
| 5. | Produk Spesifikasi jenis pelayanan E
| 6. | Kompetensi pelaksana F
| 7. | Perilaku pelaksana G
| 8. |Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan H
| 9. |Sarana dan Prasarana I

Maka umtuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan
cara sebagai berikut;

(ax 0,11) + (h x 0,11) + {e x 0,11) + (d x 0.L1) * (e x 0,11) = (Fx0,11) +
(gx0.11) + (hx 0,11} + (i20,11] = Nilat Indeks (X)

o



3.

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilal Indeks x Nilai Dasar Xx25=y
b. Mutu pelayanan (lihat Tabel II, Mutu Pelayanan)
c. Kiferja unit pelavanan (Likat Tabel 1)

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan
Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur
yang mempunyal nilal paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki,
sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus
tetap dipertahankan.

3. Penyusunan Jadwal
Penvusunan indeks kepuasan masyaraskat diperkivakan memerlulsan
wakhty selama | (satu) bulan dengarn rincian sebagai berikut:
a. Persiapan, 6 (enam} hari kerja:
. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) hari kerja;
. Pengolahan data indeks, b tenam) hari kerja; '
d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 (enam) hari kerja.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN MEKANISME PELAPORAN HASIL
PENILAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Secara berkala pimpinan unil pemantau yang ditunjuk tersebut
melaporkan hasil pemantatuan kinerja unit pelayanan kepada pimpinan
mtansi pemerintaly yang bersangkutan, sebagali bahan penyusunan
kebijakan dalam rangka 'pt:ningkatah kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan SKM umit
pelayanan, rencana dan tindak lanjutnya wajib dipublikasikan kepara
masyarakal, '
Penigujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing
kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang
dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir
dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui
profil resporiden dan kecenderungan.

Untuk memudahkan pengolahan data indeks kepuasan masyarakar di
setiap unit pelayanan, pedoman umum ini sebaiknya dilengkapi dengaa
program pengolahan data melalui komputer, yang di-instal pada komputer
masing-masing uanit pelayanan. Jenis program  pengolahan melalul
komputer yang merupakan Sistem Data Base I[ndikator Kepuasan
Masvaralat Terhadap Pelayanan Publik dapat menggunakan program,
antara lain:



a. Operating Sistem (O8] DOS, atau

b. Operating Sistemn (O8] Microsoft (MS) Windows (MW),

e, SPSS, dan lain-lainnya.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala
diperlukan survei secara periodik dan  berkesinambungan. Dengan
demikian dapat diketahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam
menerima pelayanan publik. Jangka waktu survel antara periode vang satu
ke periode berikutnya dapat dilakukan 3 (figa) sampai dengan 6 (enam)
bulan atau sekurang-kurangnya | (satu) tahun sekali,

Pefunjuk Pelaksanaan Penyusunan Survel Kepuasan Masvarakal, semua
unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupnn tidak
langsung memberikan pelayanan kepads masyarakar wajib menyusun
survel Kepuasan masyarakat secara periodik dilingkungan masing-ma sing
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
Keberhasilan pelaksanaan penyusunan, survei kepuasan masyarakat
sebagai upava untuk meningkatkan kualitas unit pelavanan instansi
pemerintah daerah, terganrung kepada komitmen dan kesungguhan para
pejabat maupun pelaksana di masing-raasing instansi serta masyarakat.
Hal-hal yang bersifat teknis dan administratf pelaksanaan penerapan
diatur secara tersendiri.

Hasil SKM wajib diinformasikan kepada publik termasulc metode survei.
Penyampaian hasil SKM wajib dipublikasi, minimal di ruang layanan atau
melalui media cetak, media pemberitaan online, website unit, atau media
jejaring sosial.

BAB VII
ANALISA HASIL SURVEI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Setelah diperoleh hasil pengolaban data SKM, maka perhy dilakukan

analisa terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat tekaus dan non teknis

secara keselurahan. sehingga akan menggambarkan hasil vang objektif dari
SKM itu sendiri. Analisa masing-masing unsur SKM dapat dilakukan derigan
cara:

1.

Analisa Univariat

Analisa ini untuk menggambarkan data variabel vang rerkumpul
(memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan.
Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei
berupa data statistik, seperti frekuensi distribnsi, tabulasi data dan
prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-
perhitungaﬁ deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei.



ha

~ Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan
perhitungan analisa deskriptif program SPSS (Statistical Package for Social

Sciences).

Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan vang

kompleks antara satu unsur dengan unsur lain.
Corntoh: hubungan antara unsur prosedur dengan unsur waktu pelayanan,
atau unsur kempetensi petugas dengan unsur perilaku petugas. Tujuan
dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan
unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah.

Melalui analisa imi, hasil pengelzhan dara SKM tidak harnya
dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka SKM), tetapi juga
analisa kualitarif. Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas
pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan
publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan
tindak lanjut perbaikan, Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan
dengan prioritas dimalay dari unsur yang paling buruk hasilnya.

Penentuan perbaikan harus direncansken findak lanjut dengan
prioritas perbaikan jangka peudek (kurang dari 12 hbulan), jangka
menengah (lebih dan [2 bulan, kurang dac 24 bulan), atau jangka panjang
(lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil 8KM dapat
dituangkan dalam tabel berikut:

RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN SKM

NO.

PRIORITAS | PROGRAMY/ WAKTU PENAGCGUNG

UNSUR | KEGIATAN | ) JAWARB

——gy



BARB VIl
PENUTUP

Survel kepunasan masyacakat perlu dilakukan secara berkelanjutan
sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.




Lampiran IT: Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 10A Tahun 2024
Tanggal : 12 Februari 2024

Untuk meémudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung dapat
dilihat pada tabel berikut:

Populasi Sampel Populasi Bampel Poptilasi Sampel

(M) (a) . () (n) () (a]
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 207
2() 19 ' 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 300
30 28 260 155 1600 310
35 32 270 _ 156 , 1700 313
an 36 D80 162 1800 317
45 40 200 165 1900 320
50 | 44 300 165 2000 322
55 48 320 175 2200 327
B0 - B2 340 181 2400 331
b5 56 360 186 2600 335
70 59 380 191 2800 338
7 75 63 300 196 2000 341
80 66 420 201 3500 346
B35 70 440 205 4000 351
0() 73 460 210 4300 354
a5 76 480 214 5000 357
100 80 500 217 A000 361
110 R 550 226 7000 364
120 92 600 234 2000 367
130 a7 650 249 9000 368
140 103 700 248 10000 370
150 108 750 254 15000 375
160 113 200 260 20000 377
170 118 _ 850 265 30000 379
180 123 G900 269 40000 380
190 127 950 274 50000 331
200 _ 132 1000 278 75000 382
210 136 1100 285 100000 384

ONDAMA



Lampiran I : Peraturan Bupat] Teluk Wondama
Nomor ' 10A Tahun 2024
Tanggal - 12 Februari 2024

CONTOH KUESIONER DAN FORMAT PENGOLAHAN DATA

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

PADA UNIT LAYANAN .. ... KABUPATEN TELUK WONDAMA

Tanggal Surver ; Jam Surver . 5 08.00- 12.00

A 13.00 - £7.00
PROFIL

Jenis Kelamin :ml df Usiz = Tahun

Fendidikan ‘8D oSMP o SMA 081 o082 o83

Pekerjaan ‘oPNS = TNl o POLRI - SWASTA o WIRALISAHA

= LAINYA
Jenis lavanan vang diterma ... ( misal KTP, Akta , Sertifikat . Pall Umium DII)

Il PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkan kinghe huruf sgsual fawaban madyarakal responden)

v | kesesuaeEr persyeratan Bagaimana pandapat P A Bagaimans penzpat Saudara tantang #
Saulara lentang pelayanan gangen janis kompetensikemampuan petugss dalkmm
petayanannyz pelayangan
a4  Tidaxsesual 1 B, Tidar korpelen 1
b Kurang sesusl z B, Kurang kompseten 3
¢ Sesual 3 2 Kampetah 3
d  Samat sgcus! 4 d  '‘Sangsl kenmpeten a
2 | Bagaimana pamahaman Saudara lemang 7 Bagaiman pendapat Saudara periaky nelugas
Kemutlahan prosecur palayanan o L dalam pelayanan lerkail kesopanan dan
Keramehan
a  Tidal mudah 1 A Titak sopan dan mamsh, 1
b Kurang mudsh, 2 b Hurang sopan dan rainak, 2
¢ Mudah 3 & Soepan danmah 2
d Sangst mudan 4 o Sangat sopan dan taman; 4
3 Bag@mana  pendapal  Saudaa  tentamy g Bagimen pandapal Saudems tantang kualitas
kecepatan wakin dalam mebenigan pelayanan sargna dzn pragaran:
a  Tul=k capeb 1 a8 Bunk
b, Kurang sepat, 2 b Cukup, 1
¢ Cepal 3 ¢ Bak >
d Sangeh cepdt 4 d  Sangat balk 3
4
A Bagaimana pendapal Saudara tentang kewaaran El Sagamana pendapal Saudara tenfang
blayantanf dalam pelavanan. penanganan pengacuan bangoung 1ayanart
a Sangst mahat, | & Tidak ada.
b Cukup matial 2 b Ada tetagi tdah beirfungs 1
G Murah 3 ¢ Berfungsi kureng msksmal 2
d Gralls, 4 o Dikelols denpan belk 3
. |
5 | Bapmmana pendspat Saudaa lentang kasesusin
groduk pelayanan antara yamg {srcantom datam
slandar pmayanan dengan hasil yang dibenkan,
a  Ndak sesual
B Kurang sesual 1
o Sasusl 2
d Sangab kel 3
4




PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN

NO RESFP NILAI UNSUR FELAYANAN
1 ur uz uz U4 ug UE u7 g ue
2
3
4
= _
G
E _- _—_- — -_- = — — .
a
0
"
1z
e )
1a
15
%
12
18 i ) ) ) )
1®
20
21
22 )
23
24
25
% NILAULINSUR n q | 0 a D a 0 0 0
NRRIUNSUR BER | #ER | MRR | BRR | #ER | RER | BER | AR | o
NRR ferimuang/unsur #an WA (Am |wm | wr [ wee (A | mR | W I::' . ]
V0.
KM Uit P oy aram ] ] =
Div/D
Keterangan
Ji-U9 = Unsur-Unsur pelayanan . 3 \
NRR = Nilal rat-rata o, JUNSUR.PELAYAHAN
U1 | Persyaratan
IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat U2 | Prosedur
) = Jumlah NRR IKM Masyarakat U3 | Waktu Pelayanan
) = Jumiah NRR Tertmbang x 25 U4 | Biaya/Tanf
NRR , _ U5 | Produk Layanan
?Ltl-}rrn h = Jumlah Nilai per unsur dibag U6 | Kompetensi Pelaksana
Unsur kuesioner yang terist 4 Per;la@ P elaksaqa - — —
NRR Us P;nar;ganan pengaduan,saran  dan
e I _ ‘ masukan
:g::’rrnbang = NRR per unsur 0,111 per 0B [ Sarana dan prasaran




IKM UNIT PELAYANAN

Mutu Pelayanan

A {sangal balk) 88,31 - 100.00
B I;baik] 76.61-88.30
C [kurang baik) ‘65,00 7660
D (tidak baik} :25.00- 64.99




Lampiran [V : Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 10A Tabun 2024
Tanggal : 12 Februar 2024

TABEL BENTUK MUTU PELAYANAN

CONTOH FORMAT PUBLIKASI IKM DI RUANG PELAYANAN

| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS, KANTOR/UNIT/UPT..........KABUPATEN TELUK WONDAMA
BULAN/TRIWULAN/SEMESTERY/.... TAHUN.......

NILAL M NAMA LAYANAN :

RESPONDEN

JENIS KELAMIN :L=Orang/P = Orang

PENDIDIKAN  0S00 = Orang
SNAP '
SMA
o
51
52

Pétiode Survei = (tghbin-thn) s/d {tgl-bln-tahun)

o ononon

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT
BERMANFAAT UNTUK KEMAIUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIK] DAN MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT




